








A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu peristiwa kriminal yang 
selalu menyita perhatian masyarakat tidak terkecuali di Indonesia. Hampir setiap 
tahunnya peristiwa kekerasan itu mengisi pemberitaan dalam media. Jumlah 
kejadiannya yang semakin sering terjadi dan meluas dibeberapa daerah membuat 
kekerasan tersebut masuk dalam kejadian luar biasa. Sehingga dengan jumlahnya 
yang kian meningkat, pada 2013 lalu Indonesia sempat menghadapi tahun 
“Darurat Nasional” kekerasan seksual terhadap anak.  
Jika menelusuri sejarahnya memang tidak dapat dipastikan kapan pertama 
kali kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terjadi. Kekerasan yang 
sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu itu berkembang cukup pesat di 
beberapa negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya lemah. Terlepas dari 
kondisi tersebut, saat ini sebagian besar masyarakat menjadikan peristiwa 
kekerasan seksual terhadap anak hanya sebatas informasi yang diperoleh melalui 
media tanpa memperhatikan bagaimana cara media mengumpulkan informasi 
hingga mendeskripsikan sosok korban. 
Perlu diketahui saat ini jumlah anak di Indonesia telah mencapai 84 juta atau 
sekitar 34 persen dari total keseluruhan penduduk. Dari jumlah tersebut dapat 
dipastikan bahwa setiap harinya anak terancam oleh beragam tindak kekerasan, 





terhadap anak dalam bentuk seksual yang dampaknya tidak hanya meninggalkan 
luka fisik tetapi juga berpotensi mengalami trauma jangka panjang. 
Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup mengejutkan terjadi pada 
2013 lalu, yaitu tentang meninggalnya seorang anak berinisial RI yang sempat 
menderita infeksi pada kemaluan serta radang otak setelah sebelumnya diperkosa 
oleh ayahnya sendiri. Tentu peristiwa itu bukan satu - satunya kasus kekerasan 
pada anak yang ditemukan dalam media mengingat pada awal 2013 lalu, Ketua 
Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan 
“Kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa dianggap remeh. Dari 2.456 kasus 
kekerasan pada anak tahun 2010, sebanyak 1.178 kasus atau 48 persen di 
antaranya berupa kekerasan seksual. Persentase itu pada 2011 naik menjadi 52 
persen dari 2.509 kasus, dan pada 2012 naik lagi menjadi 62 persen dari total 
2.637 kasus” (Kompas, 14 Januari 2013). 
Meningkatnya jumlah kekerasan tersebut salah satunya didasari pada apa 
yang  disampaikan, Linda Amalia Sari Gumelar yang saat itu menjabat sebagai 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PA dan PP) bahwa 
“Pengembangan kota layak anak (KLA) sudah dimulai sejak 2006. Namun hingga 
sekarang belum satu kota atau kabupaten di Indonesia yang mencapai level layak 
anak. Semua masih menuju itu” (www.tempo.co, diakses 16 Desember 2013). 
Munculnya istilah pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak tidak 
terlepas dari seberapa sering kata itu digunakan di media. Kedua kata itu memang 
memiliki makna yang cukup luas. Media cenderung menggunakan istilah 





perlakuan yang salah terhadap anak itu berupa melecehkan dengan kata-kata yang 
tidak pantas, maka itu adalah pelecehan. Berbeda ketika anak memperoleh 
tindakan yang melukai fisik juga kejiwaannya, misalnya seperti disentuh alat 
kelamin, dipaksa melakukan tindakan oral, diperkosa atau disodomi maka itu 
sudah termasuk dalam kekerasan seksual.  
Pada umumnya kekerasan seksual terhadap anak baru diperhatikan setelah 
peristiwa itu diperkarakan di media. Sebagian besar latar belakang dari korban 
yang diberitakan ialah anak dengan lingkungan ekonomi menengah ke atas yang 
mampu membawa peristiwa tersebut sampai keranah hukum, sehingga banyak 
lembaga perlindungan yang ikut membantu memberikan solusi. Namun 
bagaimana bila kekerasan seksual tersebut dialami oleh anak jalanan yang setiap 
harinya lebih rawan terkena ancaman dan eksploitasi, padahal mereka juga 
memiliki hak yang sama dengan anak lain.   
Gambaran itu menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia 
masih lemah dan belum merata. Sehingga peluang terjadinya kondisi di mana 
seorang anak dipaksa atau memperoleh tekanan secara sepihak dari seseorang 
yang tidak diharapkan untuk menjadi objek rangsangan maupun melakukan 
hubungan seksual semakin besar. Hal itu terjadi karena sosok anak dianggap tidak 
berani mengambil tindakan penolakan atau perlawanan dan anak juga belum bisa 
membedakan dampak baik atau buruk perlakuan yang diterimanya dari seseorang. 
Jika demikian anak menjadi sangat rentan mengalami beragam bentuk kekerasan 





Bila ditinjau dari pelakunya, kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan 
oleh orang yang memiliki disorientasi seksual maupun orang normal. Namun 
sejauh ini sebagian besar pelaku kekerasan tersebut didominasi oleh orang yang 
sebelumnya sudah dikenal dekat dengan korban seperti anggota keluarga, 
tetangga, maupun guru pendidik dan sebagian kecil dilakukan oleh orang asing 
yang tidak dikenal korban. Dengan mengetahui kondisi itu tentu anak semakin 
kehilangan tempat yang bisa dipercaya untuk memberikan perlindungan hingga 
pada akhirnya memperoleh perlakuan yang tidak sepantasnya.   
Pada dasarnya setiap anak dianggap sebagai generasi penerus bagi suatu 
keluarga dan kelak yang akan memajukan bangsa, oleh karena itu sudah 
seharusnya anak memperoleh haknya sebagaimana yang disampaikan dalam Pasal 
28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi”. Dan undang-undang lain yang berisi keterangan mengenai 
siapa saja yang berkewajiban serta memiliki tanggung jawab untuk melindungi 
anak dari berbagai perlakuan yang salah maupun tindakan yang membuat anak itu 
merasa terdiskriminasikan juga telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang didalamnya dikatakan 
bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban 
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” 
Namun dari sejumlah pasal perlindungan serta sanksi yang sudah berlaku 
ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi kekerasan terhadap anak dan 





sebagai bentuk pencegahan yang tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga 
aparat hukum, media dan masyarakat. Sosialisasi itu sendiri dapat dilakukan 
melalui media dengan mengangkat tema yang mengenalkan orangtua dan 
masyarakat tentang bahaya juga modus pelaku kekerasan seksual, kemudian 
menyadarkan pentingnya komunikasi dengan anak serta mengarahkan orangtua 
untuk mengenalkan anak dengan pendidikan seksual sejak dini. 
Melihat keterlibatan media yang mampu menjadi jembatan informasi 
terhadap beberapa persoalan, tentu ada baiknya jika sedikit mengulas tentang 
keberadaan media khususnya produk cetak seperti surat kabar yang sampai saat 
ini memiliki daya tarik tersendiri. Seiring dengan berkembangnya teknologi di 
Indonesia, surat kabar cetak yang berjalan berdampingan dengan surat kabar 
digital masih menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Kondisi ini 
ditunjang dengan keadaan masyarakat yang tidak seluruhnya mampu 
mengoperasikan surat kabar digital melalui internet. 
Berita dalam negara demokrasi ini begitu rentan dipengaruhi oleh dua sisi 
antara keseimbangan atau keberpihakan yang tanpa sadar muncul dan berjalan 
seiring dengan proses pengolahan. Peraihan keuntungan menjadi sisi yang 
terkadang membuat produsen berita terjebak dalam keberpihakan dan 
mengabaikan nilai dari suatu berita yang ingin disampaikan. Contoh dari kondisi 
tersebut dapat terlihat ketika ada suatu peristiwa yang sedang menjadi 
perbincangan, maka produsen akan terus menerus memberitakan peristiwa itu 
dengan mengangkat sisi lain yang sebenarnya tidak penting untuk diberitakan dan 





Meskipun begitu berita seharusnya tetap disajikan sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya. Jika dalam penyampaiannya mengandung opini atau tidak aktual dan 
terdapat keberpihakan, maka hal itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan 
maupun persepsi pembaca. 
Hal itu juga berlaku terhadap pemberitaan kekerasan seksual pada anak, 
karena seperti yang kita tahu dalam peristiwa tersebut anak telah menjadi korban 
dari perlakuan yang salah. Sehingga jika media kurang berhati-hati dalam 
menyampaikan, sosok anak bukan tidak mungkin juga akan menjadi korban 
pemberitaan. Adanya bentuk pengucilan dalam lingkungan masyarakat terhadap 
anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa disebabkan oleh ketimpangan 
dalam pemberitaan yang membentuk persepsi negatif dalam benak masyarakat.  
Berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun 
korban pemberitaan, Siswanto menyampaikan “...Setelah wajah si anak difoto dan 
ditampilkan secara utuh tanpa dikaburkan, atau identitas (seperti nama, alamat, 
dan sekolah) si anak dimuat tanpa disamarkan, setelah diberitakan, dia dipaksa 
menanggung rasa malu atau kembali mengingat peristiwa traumatik yang pernah 
dia alami” (www.viva.co.id, diakses 31 Mei 2013). Sehingga dengan pernyataan 
tersebut setidaknya menjadi bahan pertimbangan produsen media dalam 
memberitakan kasus kekerasan seksual pada anak. 
Melihat latar belakang peristiwa kekerasan seksual pada anak, peneliti ingin 
mengetahui bagaimana wartawan mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan 
anak korban kekerasan seksual dalam berita. Untuk media yang digunakan, 





pertimbangan diantaranya selain menjadi salah satu surat kabar yang berskala 
nasional, Kompas memiliki oplah yang cukup banyak. Bila dibandingkan dengan 
surat kabar lain, Kompas memiliki jangkauan yang luas dan menyajikan berita 
secara mendalam.  
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan menganalisis beberapa teks berita yang memuat peristiwa “Kekerasan 
Seksual Pada Anak” yang disajikan dalam surat kabar Kompas selama periode 1 
Januari 2013 – 28 Februari 2013. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada 
tengah diberlakukannya status “Darurat Nasional” kekerasan seksual terhadap 
anak di Indonesia. Status “Darurat Nasional” saat itu menjadi peringatan yang 










   
 
  
